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ERATURAN BUPATI BANDUNG 84
NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

RAT

GAS P
SEKRETARIAS D%KOK. FUNGSI, RINCIAN TUGAS

DENGAN RA

—

VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

HMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT

bahwa dengan berlakun

ya Peratu - =
2008 tentang  Pems b turan Daerah Nomor 8 Tahun

: entukan dan Susunan Organisasi

gz‘;’;‘:ﬂaiﬂ[)aﬂah dan Sekretariat Dewan Per'-.-:a'f.nangi?akyat

S + Periu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas
ekretariat Dewan Penwakilan Rakyat Daerah:

bahwa Tugas Pokok, Fy :

dimaksud pada huruf

Peraturan Bupati-

ngsi dan Rincian Tugas sebagaimana
a di atas. perlu ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389, )

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4844):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688).
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun
2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008
Nomor 7),

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
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Menetapkan

PERATURAN BUPATI '
TENI AN
RINCIAN  TUGAS SEi‘(FﬂllET%I

MEMUTUSKAN -

G TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

RAKYAT DAERAH ARIAT DEWAN PERWAKILAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1.
2,

3.

10.

i

12.

13.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Barat.

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

~Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bandung Barat

Bagian adalah Bagian sebagaimana tergambar dalam Bagan
Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bandung Barat

. Subbagian adalah subbagian sebagaimana lergambar dalam

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD. Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas. wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas
pokok dan fungsi sekretariat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut
LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi
pemerimah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian
visi misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih t?erdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang se!ap]utnya
disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran Iberdastarkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati
kepada pemerintah .

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya
disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi
penyeleﬂggaraaﬂ pemermtahan daerah s._elama .1 (satu) tahun
anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati
kepada DPRD.
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14. Urusan pem

(M

(2)

(2)

(3)

e L3 A Nev e

Yang menjad-,e::iag Daerah_ adalah fungsi-fungsi pemerintahan

arat untuk men an kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung
menjadi kewen galur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
memberdayak angannya dalam rangka melindungi, melayani,
yakan dan mensejahterakan masyarakat

BAB ||

NGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesaty

Sekretariat DPRD

Pasal 2

l;";Iael}‘l(retanat DPR!‘J Meémpunyai tugas pokok memimpin, membina
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
dalam pemberian

pelayanan administratif ke ada pimpinan dan
anggota DPRD: P i

TUGAS POKoK . Fy

Untuk melaksan
Sekretaris DPR

a,

akan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1),
D mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD:

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD:

C. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d

- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perunusan
dan penetapan kebijakan teknis. perencanaan dan penyusunan
program, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis serta
pembinaan administrasi dan teknis di bidang umum, persidangan,
hukum dan perundang-undangan serta keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang umum,
persidangan, hukum dan perundang-undangan serta keuangan:

b. perencanaan dan penyusunan program di bidang umum,
persidangan, hukum dan perundang-undangan serta keuangan;

c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang umum, persidangan, hukum dan perundang-
undangan serta keuangan; dan

d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang umum,
persidangan, hukum dan perundang-undangan serta keuangan.

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis
. gekretariat sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat;

b. menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang
" umum, persidangan, hukum dan perundang-undangan dan
keuangan serta kelompok jabatan fungsional,

204



nwWwoww r AR

mEnYEienggara kan

Pelaksanaan | pengendalian dan  pengkoordinasian

_kebijakan teknis dan program kerja di bidang
E;:JL;T‘ Persidangan, hukum dan perundang-undangan dan

9an serta kelompok jabatan fungsional:
rpneen'}ﬁ:eenggarakan fasilitasi  yang  berkaitan  dengan
hukim ;993"33” program di bidang umum, persidangan,
; an perundang-undangan dan keuangan serta kelompok
Jabatan fungsional:

menyelenggarakan perumusan bahan

ertimbangan dan
rekomendas; kepada ' y

kabi Bupati sebagai bahan penetapan
€bljakan umum penyelenggaraan tugas Sekreariat DPRD:
Menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah.

Swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran
Pelaksanaan kegiatan sekretariat

menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis,
pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD,
LKPJ Sekretariat yang meliputi bidang umum, persidangan,

hukum dan perundang-undangan dan keuangan serta kelompok
jabatan fungsional

menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di
bidang umum, persidangan, hukum dan perundang-undangan
dan keuangan serta kelompok jabatan fungsional;

menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas
di bidang umum, persidangan, hukum dan perundang-

undangan dan keuangan serta kelompok jabatan fungsional;;
dan

menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.

(4) Sekretariat DPRD, terdiri atas

a.
b. Bagian Persidangan;
C:

d. Bagian Keuangan;

Bagian Umum;

Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan

Bagian Ketiga
Bagian Umum

Pasal 4

(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian
bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan
bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang
tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,
protokol dan humas.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata

usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,
protokol dan humas,
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(3)

Bagian Umym mempun
a.

. melaksanakan pengkaj

T ) CA=T T S T T

program kerja di bidang tata usaha

dan humag '+ fumah tangga dan perlengkapan, protokol
pen ka'ia . )

Epgga{va?a:ahrzn bimbingan teknis di bidang tata usaha dan
humas: dan mah tangga dan perlengkapan, protokol dan
en :

Eepgge;iill':: administrasi dan teknis di bidang tata usaha dan
humas. + fumah tangga dan perlengkapan, protokol dan

melak Y yai rincian tugas sebagai berikut -
Sanakan pengkajian per . .
Umum di bida grajian perumusan kebijakan teknis Bagian

Ng tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga
dan Perlengkapan, protokol dan humas:

melaksanakan pengkajian bahan :
Umgrm: gkaj an rencana program kerja Bidang

melaksanakan pengkaj
usaha dan kepegawai
protokol dan humas:

lan bahan koordinasi di bidang tata
an, rumah tangga dan perlengkapan,

lan bahan pembinaan di bidang tata

usaha dan kepegawaian. rumah tangga dan perlengkapan,

protokol dan humas:

melaksanakan  pengendalian administrasi  dan  teknis
pelaksanaan rencana program kerja di bidang tata usaha dan
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan
humas;

melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang tata
usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,
protokol dan humas:

melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tata usaha dan

kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan
humas;

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan
perlengkapan, protokol dan humas;

melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang tata
usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan,
protokol dan humas;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang tata usaha dan
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan
humas; dan _

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(4) Bagian Umum terdiri atas : |
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b- Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

C.

Subbagian Protokol dan Kehumasan.
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(1) Subbagian Tata

(3)

ayw w ¥ e

Pasal .
melaksanaka Usaha da,, Kepegawaian mempunyai tugas pokok
kebijakan leknmgegyusunan dan analisis data bahan perumusan

an rencana rogram ker; ksanaan
urusan tugas operas; Prog kerja serta pelaksa

onal dan administratif -
1ata usaha dan kepegawaian inistratif di bidang subbagian

Dalam melaksanakan tu aimana dimaksud
gas pokok sebagaim dimak pada
ayat (1), Subbagian : s . -

Tata h :
fungsi : Usaha dan Kepegawaian mempunyai

a. penyusunan dan
teknis dan rencan
kepegawaian: dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang tata usaha dan kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan

sebagai berikut

analisis data bahan perumusan kebijakan
@ program kerja di bidang tata usaha dan

Kepegawaian mempunyai rincian tugas

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Tata Usaha dan Kepegawaian;,

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang tata usaha dan kepegawaian:

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang tata usaha dan kepegawaian;

d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan

peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan
Sekretariat DPRD;

f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan
disiplin pegawai;

g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka
kredit jabatan fungsional;

h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

i, melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinan
kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD:

j. melaksanakan penerimanan, pendistribusian dan pengiriman
surat-surat/naskah dinas dan arsip;

k. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas pegawai;

|. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan
fungsional,

m. melaksanakan penyusunan tgiaahan_ ;taf sebagai bahan
ks pengambilan kebijakan di bidang tata usaha dan
kepegawaian,

n melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkai,

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama

di bidang tata usaha dan kepegawaian,

sional teknis dan administratif
elaksanakan lugas opera
. ?elaksanaan kebijakan teknis di bidang tala usaha dan

ke pegawaian.
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(1)

(2)

(3)

e N Ny

Q. melaksana

kan pen - ilas! di
yusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
bidang tatg usoha dan kepegawaian, )

. melaksanakg
N ketatausahaan di bidan aha dan
kepegawainn; g lata usaha
5 mel |

ngﬂr';smﬂﬂatmj Monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

era dan tugas di bidang tala usaha dan

kepegawaian dan . ¥ j
melaksanakan lugas |

; ain - sesuai ngan 1S kok n
fungsinya . ai dengan tugas pokok da

Pasal 6
Subbagian Rumah Tangga dan
pokok melaksanakan penyusu
Perumusan kebijakan teknis d
Pelaksanaan urusan lugas oper
rumah tangga dan perlengkapan

Lalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

:‘Yal (|1). Subbagian Rumah tangga dan perlengkapan mempunyai
ungsi -

a,

Perlengkapan mempunyai tugas
nan dan analisis data bahan
an rencana program kerja serta
asional dan administratif di bidang

penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan

leknis dan rencana program kerja di bidang rumah tangga dan
perlengkapan.; dan

b pglaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang rumah tangga dan perlengkapan.

Subbagian Rumah tangga dan Perlengkapan mempunyai rincian
lugas sebagai berikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Rumah Tangga dan Perlengkapan:;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang rumah tangga dan perlengkapan:;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang rumah tangga dan perlengkapan:

d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan
rumah tangga DPRD dan Sekretanal DPRD;

e. menyiapkan dan mengurus keperluan rumah tangga DPRD dan
Sekretariat DPRD,

. melaksanakan penatausahaan dan invenlarisasi barang dalam
lingkup kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;

g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana, pengurusan rumah tangga,
pemeliharaan/perawatan dan perbaikan lingkungan kantor,
kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan
keamanan kKantor,

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang inventaris
pada Kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

i melaksanakan dan mengatur administrasi dan tertib
penggunaan Kendaraan Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan serta memberi saran/pertimbangan
kepada pimpinan untuk penentuan kebijakan,
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(1)

(2)

- Melaksanak eyanan urusar, penggandaan dan pencetakan:
di bidan ? aN penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
g umah tangga dan per!engkapaﬂ"

: PeNnyusunan telaahan staf sebagai bahan
pemmbangan : z: Ehogd
Pengambilan k i bi
dan PeflEngkapan;g ebijakan di bidang rumah tangga

0. melaksanakan koordinas;

p. melaksanakan
Pelaksanaan ke
perlengkapan:

q. g:;:laksanakan PENyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
ang rumah tangga dan perlengkapan;

'~ Melaksanakan ketatausahaan di bidang rumah tangga dan
Perlengkapan:

S. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Program kerja dan tugas di bidang rumah tangga dan
perlengkapan: dan

t. melaksanakan
fungsinya.

dengan unit kerja terkait:

'ugas operasional teknis dan administratif
bijakan teknis di bidang rumah tangga dan

tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

Pasal 7

Subbagian Protokol dan Humas mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan
urusan tugas operasional dan administratif di bidang protokol dan
hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Subbagian Protokol dan Hubungan Masyarakat

mempunyai fungsi

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang protokol dan
hubungan masyarakat; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang protokol dan hubungan masyarakat.

Subbagian protokol dan hubungan masyarakat mempunyai rincian

tugas sebagai berikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Protokol dan Hubungan Masyarakat,

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang protoko! dan hubungan masyarakat;

¢. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang protokol dan hubungan masyarakat:

d. melaksanakan kegiatan Iingkup protokol dan hubungan
masyarakat yang meliputi fasilitasi penyusunan dan pengaturan
jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, pemberian
pelayanan dan fasilitasi alspir_as: masyarakat yang ditujukan
kepada DPRD dan fasilitasi hu_lqungan masyarakat yang
ditujukan kepada DPRD dan fasilitasi hubungan kerjasama
DPRD dengan instansi pemerintah;
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(1)

Melaksanakan

Pelaksanaan rencgengenda“a“ administrasi  dan  teknis
na program kerja di bi [ lengkapan
DPRD. rapat dan risalan 9 ja di bidang alat kelengkap

gkajian bahan kerjasama di bidang alat
 fapat dan risalah:

Melaksanakan
pen
kelengkapan ppRQ

g. m3|ak$anakan
Pertimbangan Penyusunan telaahan staf sebagai bahan

Peéngambilan  kebijakan di  bidan alat
kelengkapan DPRD, rapat dan risalah; ¢

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:

.. m
l::icieel—suanksamaka"l P€nyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
g alat kelengkapan DPRD, rapat dan risalah:

??Iaksanakan Pengendalian ketatausahaan di bidang alat
elengkapan DPRD. rapat dan risalah:

melaksanakan monitorin
program kerja dan tug
rapat dan risalah: dan

I, melaksanakan tu
fungsinya.

g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
as di bidang alat kelengkapan DPRD,

gas lain sesuai dengan tugas pokok dan

Bagian Persidangan terdiri atas -

a. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD: dan
b. Subbagian Rapat dan Risalah.

Pasal 9

Subbagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan
urusan tugas operasional dan administratif di bidang alat
kelengkapan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Subbagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang alat kelengkapan
DPRD; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang alat kelengkapan DPRD.

Subbagian Alat Kelengkapan DPRD mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Alat Kelengkapan DPRD;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang alat kelengkapan DPRD;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang alat kelengkapan DPRD;

d melaksanakan fasilitasi sarana dan layanan kegiatan alat
kelengkapan DPRD: B

e. melaksanan  penyusunan  administrasi  kegiatan  alat
kelengkapan DPRD;

f melaksanakan penyusunan bahan kegiatan alat kelengkapan
DPRD: _

g melaksanakan pengolahan data hasil kegiatan alat
kelengkapan DPRD,
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(1)

(2)

(3)

h. melaksanakan

i hi Penyusunan :
di bidang alat kelengkapan éjsggnalrms data bahan kerjasama
mMelaksanakan i

pertimbangan Peényusunan telaahan staf sebagai bahan

kelengkapan nggl?gambilan kebijakan di bidang alat

I melaksanakan koordin

k. melaksanak asi dengan unit kerja terkait:
pehksanaz:nk lU_gas operasional teknis dan administratif
DPRD. ebijakan teknis di bidang alat kelengkapan

I mel
bid aksanakan Pe&nyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di

'dang alat kelengkapan DPROD;

m. melaksanak : ;o
DPRD. an ketatausahaan di bidang alat kelengkapan

n mewksanakgn monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang alat kelengkapan DPRD:

0.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok
mel§ksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan

urusan tugas operasional dan administratif di bidang rapat dan
nsalah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang rapat dan risalah;
dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang rapat dan risalah.

Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai rincian tugas sebagai

berikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Rapat dan Risalah;

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang rapat dan risalah;

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan

| kebijakan teknis di bidang rapat dan risalah;

d. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan rapat dan
persidangan DPRD;

e. melaksanakan fasiltasi sarana dan layanan rapat serta
persidangan; . _
melaksanakan pengolahan data hasil rapat persidangan DPRD;

gl melaksanakan penyusunan bahan risalah rapat dan

: persidangan DPRD; N
h melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
" di bidang rapat dan risalah;

. ksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan

i ?:,-:?mbanga” pengambilan kebijakan di bidang rapat dan
risalah;
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J. melaksanakan koorginaei
oordinasi den : . .
K. melaksanakan gan unit kerja terkait;

lugas perasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rapat dan risalah;

.. m i di
b'slaksanakan Pe€nyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
Idang rapat dan risalah:

melaksanakan ketatausahaan di bidang rapat dan risalah;

melaksanakgn monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Program kerja dan tugas di bidang rapat dan risalah: dan

0. MBlaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

3

. Bagian kelima
Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 11

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis
teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan
pengendalian administrasi teknis di bidang pengolahan data,
dokumentasi, pengkajian hukum dan produk DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai
fungsi:

a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengolahan data, dokumentasi, pengkajian hukum dan produk
DPRD;

b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengolahan
data, dokumentasi, pengkajian hukum dan produk DPRD:;

c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pengolahan data,
dokumentasi, pengkajian hukum dan produk DPRD; dan

d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pengolahan
data. dokumentasi, pengkajian hukum dan produk DPRD.

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bagian
Hukum dan Perundang-undangan di bidang pengolahan data,
dokumentasi, pengkajian hukum dan produk DPRD;

b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program Bidang
Hukum dan Perundang-undangan:

o melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang

_ pengolahan data, dokumentasi, pengkajian hukum dan produk
DPRD; |
4 melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang
; pengolahan data, dokumentasi, pengkajian hukum dan produk
DPRD; . 5 .
e. melaksanakan pengendalian _adr_mmstram dan  teknis
: pelaksanaan rencana program kerja di bidang pengolahan data
dokumentasi, pengkajian hukum dan produk DPRD:
f melaksanakan pengkajian pahan Iggriasama di  bidang
: pengolahan data, dokumentasi, pengkajian hukum dan produk

DPRD:
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(3)

g. melaksanakan

Pertimbangan ps:nVUsu_nan telaahan staf sebagai bahan
data, dokumentag; gambilan kebijakan di bidang pengolahan

D_&ﬂgkajian hukum dan produk DPRD;
KB aken dinasi dengan unit kerja terkait;

bidang Pengolaiea:ygsal:nan dan analisis data bahan fasilitasi di
produk DPRD: a, dokumentasi, pengkajian hukum dan

. melaksanak -
pengolahanan Pengendalian  ketatausahaan di bidang

DPRD: data, dokumentasi, pengkajian hukum dan produk

me!aksanakan koor

melaksanakan monitoring, evaluasi
program kerja dan
dokumentasi, pengkajia
| melaksanakan tu
fungsinya.

dan pelaporan pelaksanaan
lugas di bidang pengolahan data,
n hukum dan produk DPRD: dan

gas lain sesuai dengan tugas pokok dan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi: dan
b. Subbagian Pengkajian Hukum dan Produk DPRD:

Pasal 12

Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta
pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang
pengolahan data dan dokumentasi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Pengolahan Data dan Dokymentasi
mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang pengolahan data
dan dokumentasi; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pengolahan data dan dokumentasi.

Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai rincian

tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Pengolahan Data dan Dokumentasi;

b melaksanakan penyusunan dan analisis da!a bahan koordinasi
di bidang pengolahan data dan dokumentasi;

nyusunan dan analisis data bahan perumusan

% Eéet:ﬁ:i::?:ﬁzifzi ‘t;tdang nengolahan data dan dokumentasi:

4. melaksanakan penyusunan bahan referensi data peraturan

| perundang-undangan. _

melaksanakan penyusunan dokumentasi produk hukum DPRD

dan Sekretariat DPRD;

f melaksanakan fasilitasi dan layanan perpustakaan,

: melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama

a4 di bidang pengolahan data dan dokumentasi,

h melaksanakan penyusunan telaahan §taf_ sebagai bahan

: pgnimbanga” pengambilan kebijakan di bidang pengolahan
data dan dokumentasi,
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melaks L
j. mmaksz:atan koordinasi dengan unit kerja terkait;

DEIaksanaaa:nkengE"’s operasional teknis dan administratif
dokumemasi; 'fakan teknis di bidang pengolahan data dan

K. melaksanak

bidang penen.CcTYusunan dan analisis data bahan fasiltasi di

iolsh golahan data dan dokumentasi:
aksanakan ketatausah I bi
dokumentast: AT S Fidang peTgolsaT-daa AT

m P .
elaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

Program kerja dan tugas di bidan
engolahan data dan
dokumentasu dan e T

N. melaksanakan ty

gas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. g ugas p

Pasal 13

Subbagian Pengkajian Hukum dan Produk DPRD mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta
pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang
pengkajian hukum dan produk DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Pengkajian Hukum dan Produk DPRD
mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang pengkajian hukum
dan produk DPRD; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang pengkajian hukum dan produk DPRD.

Subbagian Pengkajian Hukum dan Produk DPRD mempunyai

rincian tugas sebagai berikut

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Pengkajian Hukum dan Produk DPRD,

b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang pengkajian hukum dan produk DPRD:

c. melaksanakan penyusunan dan anafislils data bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang pengkajian hukum dan produk
DPRD;

d. melaksanakan pengkajian hukum dan produk DPRD:

e. melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda usul prakarsa
DPRD:

f. melaksanakan fasilitasi layanan kedudukan hukum anggota

DPRD,

bahan administrasi pengangkatan
melaksanakan penyusunan
dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD;

h  melaksanakan pengelolaan bahan produk hukum;

e melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan
|

anggota DPRD; -

melaksanakan fasilitasi sosialisasi Raperda usul prakarsa
DPRD;
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(1)

(2)

(3)

melaksanak
an
telaahan hukum:pEﬁgﬁlahan data dan penyusunan bahan

melaksanakan fasilitasi r

m, r‘n_elaksanak
dl bldang P

ekrutmen tenaga ahli;

an penyusunan dan analisis data bahan kerjasama

melakens e Jkalian hukum dan produk DPRD;

Deﬂimsbzmc:;ann ppenyusunan telaahan staf sebagai bahan
engambilan kebijak i bi iian

hukum dan produk DPRD: akan: di biang; ipengale

5 me:aksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
. m
elaksanakan tugas operasional teknis dan administratif

Pelaksanaan kebijakan teknis di ji
produk DPRD: nis di bidang pengkajian hukum dan

g’yelaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
\dang pengkajian hukum dan produk DPRD:

melaksanakan ketatausahaan di bidang pengkajian hukum dan
produk DPRD:

meiaksanaka_n monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang pengkajian hukum dan
produk DPRD: dan

melaksanakan tugas lain sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Keenam
Bagian Keuangan

Pasal 14

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program
kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi
teknis di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi

a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang anggaran
dan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang anggaran dan
verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan,dan

d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang anggaran dan
verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan.

Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut
a melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bagian
' Keuangan di bidang anggaran dan verifikasi, perbendaharaan
dan pembukuan:

b melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang
Keuangan: . e o=
melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang anggaran

7 dan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

i han pembinaan di bid
aksanakan pengkajan ba ek
d. ;H:E;garan dan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan:
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(1)

(2)

€. melaks
pelaksaannaa::rl Pengendalian  administrasi  dan  teknis
Ve €Nc” A program kerja di bidang anggaran dan

f | asl, perbenuaiaraan dan pembukuan:

. mela i ,
e ::ré_lfnfkan Pengkajian bahan kerjasama di bidang anggaran

. | llikasi, perbendaharaan dan pembukuan,

. me

pert?:wsbaanakan Penyusunan telaahan staf sebagai bahan
e 'Ngan pengambilan kebijakan di bidang anggaran dan
riikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g‘_:glaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di

ang anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan
pembukuan:
melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang anggaran
dan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;

melaksanaka_n menitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang anggaran dan verifikasi,
perbendaharaan dan pembukuan: dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

Bagian Keuangan terdiri atas

a. Subbagian Anggaran dan Verifikasi; dan
b. Subbagian Perbendaharaan dan Pembukuan,

Pasal 15

Subbagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan
urusan tugas operasional dan administratif di bidang anggaran dan
verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai fungsi .

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan
teknis dan rencana program kerja di bidang anggaran dan
verifikasi; dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang anggaran dan verifikasi

Subbagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai rincian tugas
sebagai berikut -

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
Anggaran dan Verifikasi.

b. melaksanakan penyusunan ;ian analisis data bahan koordinasi
di bidang anggaran dan verifikasi,

c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan

' kebijakan teknis di bidang anggaran dan verifikasi;

4. melaksanakan penyusunan bahan perencanan anggaran DPRD

dan Sekretariat DPRD;

melaksanakan pencatatan hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD:
dan Sekretanat DPRD

f{ melaksanakan dan memfasilitas) administrasi perjalanan dinas
" Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD,
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(M

(2)

g. melaksan
verifikasi taai:z’n ".‘"‘"'“*“. pengujian administras! dan
a bukti pembayaran DPRD dan Sekretariat DPRD:

melak
dibidaianakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasam3
: Q anggaran dan verifikasi’
mela
penir:sbzrr"ua;;ann penyusunan telaahan staf sebagai bahan
engambi -- e
verifikasi: pengambilan kebijakan di bidang anggaran dan

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

; n't;::rsanakan tugas operasional teknis dan administratif
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran dan verifikasi,
Lr!elaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di

idang anggaran dan verifikasi;

p. me!aksanakan ketatausahaan di bidang anggaran dan
verifikasi; =

qg. melaksanak_an monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang anggaran dan verifikas, dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan {ugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 16

Subbagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja sera
pelaksanaan urusan tugas cperasional dan administratif di bidang
perbendaharaan dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Subbagian perbendaharaan dan pembukuan mempunyal
fungsi

a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebiyakan
teknis dan rencana program kena di bidang perbendaharaan
dan pembukuan, dan

b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif
di bidang perbendaharaan dan pembukuan.

Subbagian perbendaharaan dan pembukuan mempunyal nncian

tugas sebagai berikut:

a melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian
perbendaharaan dan Pembukuan;

b. me'aksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi
di bidang perbendaharaan dan pembukuan,

¢ melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang perbendanaraan dan pembukuan:

d. melaksanakan urusan belanja Anggota DPRD dan pegawai
Sekretariat DPRD:

e melaksanakan administrasi pembayaran belanja DPRD dan
Sekretariat DPRD.

f melaksanakan pengelolaan realisas pembelanjaan DPRD:

roses penenmaan, nyimpanan r
g g::;:;aa?;euapngan DPRD dan SekretarFiJ:t [";Pgn; ea

melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama
h. o bidang perbendahafaan dan pembukuan;
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(1)

;neerlt?ntiir:%iann Pe;g:sunan telaahan staf sebagai bahan
Perbendaharaan gan ﬂiiﬂn;t:;z;n kebijakan ~ di  bidang
:-:::::::z::z kfti'Ordinasr dengan unit kerja terkait;

pelaksanaan REbLiJjgi:n ?:::?:ignm_ teknis dan administratif
Pembukuan: I bidang perbendaharaan dan

|

o. melak
bidan sanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di
9 perbendaharaan dan pembukuan:

P. melaksanakan keta i bi
ta
pembukuan: usahaan di bidang perbendaharaan dan
Q. melaksanakan monitorin
program kerja dan tu
pembukuan: dan
r. melaksanakan ty
fungsinya.

g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
gas di bidang perbendaharaan dan

gas lain sesuai dengan tugas pokok dan

Bagian Ketujuh
Tenaga Ahli

Pasal 17

Tenaga Ahli mempunyai tugas membantu DPRD dalam

B‘lgrﬁljglankan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan Sekretaris

Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud ayat (1), wajib meminta petimbangan pimpinan DPRD
BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Sekretaris DPRD

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Bernta Daerah

Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 2 Oktober 2009

BUPATI BANDUNG BARAT
Ttd

ABUBAKAR
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Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 2 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 39
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